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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 88 TAHUN 2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

:a. bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas Pengadaan

% 1

Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung perlu dilakukan

perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88
Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Temanggung;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik ~I¥1donesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerint;h Pusat Dan Pemerinfahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);;

9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 fentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);



Pasal 6

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),

diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung.

b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. Rp 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
dapat dilakukan dengan metode: )

1) pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/ jasa lainnya;
2) pemilihan langsung untuk pengadaan ﬁekerjaan"konstruksi;
3) seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.

C. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah) dilakukan dengan metode:

1) pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya menggunakan
metode pelelangan umum/seleksi umum; atau

2) pengadaan jasa konsultansi menggunakan metode seleksi umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 20 Pebruar:. 2017
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